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- ' an Negara Republik Indonesia Tahun 1997
omor 41, Tambahap Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimang telah diubaly deng

Retribusj Dacrah (Lembar

an Undang-Undang Nomor 34

3. Undung-Undnng Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehian [1ak
atas tanah dun Bangunan (Lembaran Negara Republik Indoncsia

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebag dari Korupsi, Kolusi dan Ncepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Necgara Nomor 385 1);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan
Kcistimewaan Propinsi Dacrah Istimewa Acch (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tombahan Lembaran
Negara Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tuhun 2000 tentang  Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Ncegara Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Propinsi Dacrah Istimewa Acch sebagai Provinsi Nanggroe
Acch Darussalam (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun

2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Acch Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kab'upmcxf
Acch Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Acch Tamumgil
Provinsi Nanggroe Acch Darussalam (Lembaran Negara Republi

- Nx)ara
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Ncg
Nomor 4179);

U Negara
9 ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan - gﬂ
| H om ’

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 N

Tambahan Lemabarar. Negara Nomor 4280);

Dipindai dengan CamScanner



P e |

10, Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

I'l. Undang-Undang ' Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan
. Peraturan PcrUndang-Undangan (Lembaran  Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389); .

12. Undang-Undang Nomor 1[5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

13. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang |
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerab

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara 4438),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewcnangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai Dacrah Otonomi

(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2001 Nomor 25,
¥ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000
Nomor 4021) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
' Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembasan

Negara Nomor 4165);
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Pendapatan

| Belanja

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri

27.

28.

ANUN
I?ENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI KABUPATEN NAGAN

RAYA TAHUN ANGGARAN 2006

garan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran

Surplus/(Defisit) Rp.
l’cmbiuyuan
Pencrimaan

Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan W

Nomor 3 Tahun 2005 lentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di

Kabupaten/Kota;

Lingkungan  Pemerintah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 lentang
Pedoman  Pengurusan, Pertanggungjawaban  dan Pengawasan
kceuangan Dacrah serta Tata cara Penyusunan  Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah, Pelaksanaan Tata usaha Kcuangan Dacrah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatana dan Belanja Dacrah:;

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Acch Darussalam Nomor 09
Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penycebutan Peraturan Dacrah

Menjadi Qanun,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN NAGAN RAYA

Dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

KABUPATE‘N'NAGAN RAYA TENTANG ANGGARAN

Pasal 1
2006 scbagai

Rp.  270.212.113.900.-
Rp.  286.929.014.480,-
(16.716.900.580.-),-

Rp. 17.716.900.580,-
Rp.. 1.000.000.000,-

6.716.900.580,-
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